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Abstrak

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah
dan pembangunan nasional yang di laksanakan secara serasi dan terpadu, secara
berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan di seluruh kawasan desa.
Pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi desa
dan bertumpuh pada strategi dasar tipologi pembangunan serta di tujukan pada
peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan wawasan nusantara.
Kabupaten Kaimana dalam rangka menunjang kegiatan pembangunannya, maka
visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan
daerah. Oleh karena itulah, untuk menunjang visi dan misi tersebut, maka
keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat
penting, terutama di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.

Kata kunci : Partisipasi dan Pembangunan

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak
diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang
jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan
sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam
pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum
berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal
sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan
dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan
pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sangat di butuhkan
kerjasama yang baik antara pihak masyarakat dan aparat pemerintah, Sehingga
dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang tertuang dalam UUD 1945
yakni masyarakat yang adil dan makmur

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat
central kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 80
% penduduk Indonesia berdiam di pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya
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perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap
program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan
merupakan basis atau landasan negara RI yang diukur dalam kancah
pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial
masyarakat yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan
pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-
Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan
didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih
menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para
kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang
basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap
perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum
terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi
mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku
penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat
lebih rendah (desa/ Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih
tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang des/kel hanya bersifat
mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan
yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat
panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan
kebutuhannya akan terwujud.

Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat
jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya
(partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya
pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak
aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kabupaten
Kaimana, khususnya di Desa Coa Distrik Kaimana bahwa apakah partisisipasi
masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di
mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah
menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme
masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan
mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka
baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek
pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi
dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa meski dalam pelaksanaan
pembangunan yang telah terlaksana di Desa Coa masih belum mencapai substansi
pembangunan partisipatif baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap
pelaksanaan, namun setelah adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat
di desa tersebut, semangat partisipasi masyarakat masyarakat kembali tumbuh.



Beberapa program tersebut telah memunculkan kembali semangat gotong royong
masyarakat, terutama program PNPM Mandiri pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Coa Distrik Kaimana?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: “Untuk
Mengetahui  Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Coa Distrik Kaimana”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua
kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi
masyarakat, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat
penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam
membangun daerahnya.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi
baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu pemerintahan dan
bagi kalangan penulis lainya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian
tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di
daerah lain.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta.
Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang
partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut:
“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau
moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta
turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan
pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan
secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang
sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat
kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport (Santoso
Sastropoetro, 1988:12) menyatakan bahwa:
“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya
yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan
keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.” Berdasarkan
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pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi
yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari
semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan
kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu
kelompok.

3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini
merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

B. Konsep Pembangunan

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya
fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui
sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20),
mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang
meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-
lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi
di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga
pemerataan.

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti
peningkatan:

a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga
diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.

c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan
dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang
sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau
produktifitas.

2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan
masyarakat dan daerah.

3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat
menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.

4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian
pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak
hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis
output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya,
pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas
landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-
besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong
oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996:30). Menurut Gant dalam Suryono
(2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya
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pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini
sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan
kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi

C. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan
yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa
merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu,
pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi
harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun
masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar
sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan
dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu
sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik
kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem
pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintaha dan
masyarakat.

2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial
kegiatan masyarakat.

3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan
termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.

4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah
pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah
sedang dan kecil.

5. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat
serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.
Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi

berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat
sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi
berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua
komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara
terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang
akan datang.

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang
dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko & Achmadi (2004:44) memberikan
pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan
menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Hadari Nawawi
(2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari
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kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri
atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan
variabel lain.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Coa. Desa ini penulis pilih sebagai lokasi
penelitian karena berdasarkan penelitian awal Desa Coa merupakan salah satu
desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang
baik. Fokus utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan desa.

C. Informan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel,
melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih
jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis
menggunakan metode puspose sampling. Purpose sampling adalah pengambilan
sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan
berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157). Berdasarkan
penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Desa Coa.
2. Ketua BPD Coa.
3. Tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
4. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Desa Coa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah
penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek
penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam
bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang
diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya
materi atau dokumen-dokumen dari kantor Desa Coa, serta karya tulis yang
relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu
melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik
lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih
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mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak.
Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar
lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut,
sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai
fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi;

2. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan
untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah
penelitian.

3. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah
penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada
langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat
dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena
untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti
untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah
penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan
melakukan verifiksi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan,
sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan data/informasi yang diperoleh di lapangan
yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang
tingkat partisipasi masyarakat di Desa Coa Distrik Kaimana.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Coa

Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di desa
Coa Distrik Kaimana, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan
secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa
setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam
dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan
masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua
BPD Desa Coa :
“Dalam penggalian usulan, digali dari setiap dusun, apakah di satu dusun itu
dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda,
bergantung dari kondisi geografis dusun tersebut (susah dijangkau karena
medannya yang sulit ataukah factor lainnya) ini supaya semua kebutuhan
masyarakat yang mendesak dapat tercover”

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat
desa Coa :



“Pada PNPM Mandiri pedesaan penggalian gagasannya dilaksanakan mulai
tingkat dusun hingga tingkat desa”

Munculnya pembahasan proyek pembangunan dari PNPM-MP dalam
skripsi ini dikarenakan oleh proyek pembangunan yang dikontrol oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui mekanisme penggalian
gagasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ternyata
belum berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepkan dan masih terdapat banyak
celah terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan pihak
ketiga dalam hal ini kontraktor, sehingga mustahil untuk menghadirkan partisipasi
masyarakat di dalamnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa :
“Dalam proyek pembangunan dari pemerintah daerah yang ditangani oleh
BAPPEDA dengan menggunakan pihak ke-3, jangankan partisipasi masyarakat
dalam bentuk, tenaga, keahlian, barang, atau uang, partisipasi masyarakat dalam
bentuk pikiran pun tidak ada. Sangat tidak menarik, hanya saja masyarakat tidak
dapat menolak. Berbeda dengan program pembangunan yang ditangani oleh
PNPM Mandiri pedesaan yang ada di desa ini, masyarakat sangat antusias
dalam pelaksanaan program/proyek pembangunannya, karena betul-betul
melibatkan — masyarakat, mulai dari mengumpulkan masyarakat dan
membicarakan bersama mengenai program/proyek yang akan dilaksanaan,
sehingga masyarakat betul-betul berpartisipasi, mulai dari pikiran, tenaga,
keahlian, barang kalau dibutuhkan, bahkan uang sekalipun”

1. Partisipasi Pikiran

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP

bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa
proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya
mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek PNPM-MP
tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek
itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali proyek pembangunan Jalan Desa. Hal
ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah
keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya
keterlibatan secara jasmaniah. Pada awalnya, masyarakat Desa Coa cenderung
tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa
beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh maka masyarakat mulai memahami  dan
sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan
proyek Jalan Desa. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama
antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Desa Coa
Bpk. Abner Basira bahwa:
“Memperjuangkan pembangunan Jalan Desa di Desa Coa bukanlah upaya
baru. Masyarakat Desa Coa sangat membutuhkan adanya perbaikan jalan
untuk akses keluar masuk. Akhirnya upaya tersebut baru terealisasi pada
tahun 2014. Keputusan tentang pengadaan Jalan Desa bukanlah merupakan
keputusan Kepala Desa dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil
keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari
warga desa utamanya tokoh-tokoh masyarakat”

2. Partisipasi Tenaga



Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu
bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam
proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik
PNPM-MP. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka
yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berabagai pekerjaan atas dasar
gotong-rotong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan
berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya rumah
ibadah, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan
seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk
berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada
aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut
menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, Kepala Desa beserta
aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur,
transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian mayarakat yang dipimpin
akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan
tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

3. Partisipasi Keahlian

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas

sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya.
Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan
dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan
mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan
mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dikemukakan oleh Ketua BPD
Coa, bahwa:
“Bila dibandingkan proyek-proyek pembangunan di desa ini yang dilaksanakan
oleh pihak ke-3 dengan proyek pembangunan yang ditangani oleh PNPM Mandiri
Pedesaan yang melibatkan masyarakat, akan sangat berbeda. Proyek yang
dilaksanakan oleh pihak ke-3 sudah mulai rusak meski baru beberapa lama
selesai pengerjaannya sedangkan yang dilaksanakan oleh PNPM kualitasnya
lebih bagus, karena memang melibatkan tukang terbaik di desa ini yang juga
turut berswadaya”.

Informasi ini mengindikasikan bahwa: (a) terdapat partisipasi masyarakat

dalam bentuk keahlian; (b) tanggung jawab terhadap kualitas hasil, lebih tinggi
pada proyek PNPM-MP dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh
proyek-proyek yang ditangani oleh pihak ke-3; dan (c) pemeliharaan terhadap
proyek PNPM-MP lebih baik dari pada pemeliharaan terhadap hasil-hasil proyek
yang ditangani oleh pihak ketiga. Hal ini dapat dimaklumi, karena proyek PNPM-
MP oleh masyarakat Desa Coa dianggap sebagai milik sendiri, sedangkan proyek
yang ditangani pihak ke-3 dianggap sebagai milik negara atau daerah yang harus
dijaga dan dirawat oleh negara atau daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh
Kepala Dusun, bahwa:
“Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki
keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu,
lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang
mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”.

9



4. Partisipasi Barang

Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang
dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam
rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP. Pada pertemuan Desa, oleh
Kepala Desa Coa menyampaikan secara transparan jumlah dana. Beliau
menyampaikan bahwa untuk pembangunan jalan yang memadai, tentunya dana
tersebut belumlah cukup. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat
menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka jalan
tersebut. Himbauan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga
dan tokoh masyarakat. Sambutan positif dimaksud adalah pemberian secara
sukarela beberapa bahan (semen, pasir dan lain-lain) yang dibutuhkan pada
saat dibutuhkan dalam pengerjaan jalan.

Dari bantuan-bantuan dimaksud maka pengeluaran pembangunan fisik
jalan dapat ditekan dan selanjutnya digunakan untuk pembangunan jalan setapak.
Dikemukakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP, bahwa:
“Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang, misalnya untuk proyek 2014,
yakni pembangunan

5. Pertisipasi Uang

Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi
masyarakat Desa dalam bentuk uang pada saat pembangunan selama kurang lebih
empat bulan dilaksanakan. Kalaupun ada, hal itu diwujudkan dalam bentuk rokok
dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat
yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek. Selain itu, juga karena memang
proyek dari PNPM-MP ini memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola
dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya dan juga berkat bantuan atau dalam
artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsi tenaga dan keahlian yang
jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya, sehingga dana yang di
anggarkan akan terhemat dan dapat digunakan lagi untuk kebutuhan
pembangunan lainya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukankan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Desa Coa, bahwa :
“Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, selama ini belum pernah,
Karena dana yang dianggarkan dari PNPM pun belum pernah kurang, malahan
kadang memiliki sisa dari pengerjaan satu proyek yang dapat dijadikan revisi
untuk proyek lain”

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun
dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Coa, namun secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa
tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-
MP di desa mereka.
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2. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga
memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek
PNPM-MP khususnya pembangunan Jalan Desa pada tahun 2014

3. Kepala Desa Coa beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan
fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi
masyarakanya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu
proyek PNPM-MP yaitu Jalan Desa sebagaimana diharapkan oleh
masyarakat desanya.

B. Saran

1. Diharapkan agar Kepala Desa dan aparatnya semakin gigih dalam
berupaya  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat Desa  guna
mendapatkan proyek-proyek PNPM-MP sesuai skala prioritas kebutuhan
masyarakat desanya.

2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang
baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara
keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di
masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-
keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek
yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.

3. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa
Coa senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam
memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Desa
Coa.
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